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ABSTRAK 
 
Nama : Darma Ayu Prasetia Waty Daud 
N I M : 10400114107 
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum 
Judul : Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata 
Pokok masalah penelitian ini adalah Kewenagan Kejaksaan dalam menangani 
perkara perdata yang dimana pokok masalah tersebut dimasukkan kedalam beberapa 
sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana kewenangan Kejaksaan 
Negeri Makassar menangani perkara perdata? 2) Bagaimana cara penyelesaian 
perkara perdata yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar?. 
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dalam hal ini 
penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Adapun 
sumber data penelitian ini bersumber dari bahan primer dan bahan sekunder. 
Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu mengelola data 
primer yang bersumber dari Kejaksaan Negeri Makassar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kewenangan Kejaksaan dalam 
menangani perkara perdata terdapat dalam 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 
tahun 2004 menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan 
dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan 
atas nama negara atau pemerintah” dan dapat dilaksanakan setelah pembuatan 
Piagam Kerjasama (MoU)  dan dilanjutkan dalam bentuk Surat Kuasa dengan 
Pemerintah untuk diwakilinya 2) Cara menyelesaikan perkara perdata diatur dalam 
Standar Operating Prosedur Jaksa Pengacara Negara pada Peraturan Jaksa Agung 
Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) dan 
perkara yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Jaksa Pengacara 
Negara mewakili Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I sebagai 
TERGUGAT II, dengan jalur litigasi (proses pengadilan) dengan berdasarkan Hukum 
Acara Perdata. 
Implikasi dari hasil penelitian yaitu Agar instansi Kejaksaan meningkatkan 
kemampuan Sumber Daya Manusia serta menambah sarana dan prasaran yang akan 
menunjang kemampuan sumber daya manusia pada Jaksa Pengacara Negara pada 
Kejaksaan Negeri Makassar dan mengoptimalkan sosialisasi mengenai kewenangan 
Kejaksaan di bidang Perdata dengan memberikan penjelasan tentang jasa Bantuan 
Hukum terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata pada Lembaga 
Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah negara hukum.
1
 Penegasan ketentuan konstitusi ini 
bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan 
pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara hukum 
mengehendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki legalitas baik 
berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pembangunan materi 
hukum tersebut senantiasa sasarannya diarahkan pada kerangka staatside atau 
rachtsidee yang terdapat pada tatanan politik yang bertujuan untuk tegaknya negara 
hukum yang demokratis, pada tatanan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk 
mewujudkan keadilan sosial, dan pada tatanan normatif yang bertujuan untuk 
tegaknya keadilan dan kebenaran dalam setiap segi kehidupan masyarakat.
2
 
Disamping itu, negara sebagai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban umum, dalam menyelenggarakan kemakmuran 
dan kesejahteraan menggunakan hukum sebagai alat dalam bentuk peraturan-
peraturan hukum di samping sebagai landasan atau dasar, juga merupakan alat bagi 
negara.
3
 
                                                             
1
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2
Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum. (Bandung : PT 
Refika Aditama, 2012), h. 148. 
3
Indonesia, Panca Graha Adyaksa, Buku Pengawasan Pokok, dikeluarkan oleh : 
Depertamenen Kejaksaan : Jakarta. 22 Juli 1965, h.20-21. 
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Kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran 
perlu ditingkatkan sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom 
masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan  iklim yang 
mendorong kegairahan dan kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan serta mendukung kemantapan stabilitas nasional.
4
  
Peranan aparatur pemerintah di Indonesia dalam usaha pembangunan hukum 
menjadi tanggung jawab isntansi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI, 
Departemen Kehakiman RI, dan Kepolisian RI. Oleh karena Kejaksaan Agung RI 
merupakan salah satu aparat penegak hukum dan sebagai kekuatan di dalam 
suprastruktur hukum di Indonesia.
5
 Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 
berdasarkan undang-undang.
6
 Di Indonesia sebutan “Jaksa” sudah berabad-abad 
lamanya digunakan yang berasal dari bahasa Sanskerta adhyaksa. Sebutan ini dipakai 
untuk gelar pendeta paling tinggi di Kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Jawa dan 
terutama dipakai untuk gelar hakim kerajaan yang tertinggi. Menurut ejaan yang 
paling tua pada zaman pemerintahan Vereenigde Oostindische 
Compagnie/Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur 
Belanda (selanjutnya disingkat VOC) diabad keenam belas ditulis sebagai “j-a-x-a”. 
                                                             
4
Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik. 
(Jakarta : Sinar Garfika, 1994), h.11. 
5
Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik. 
(Jakarta : Sinar Garfika, 1994), h.9-10. 
6
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Pasal 2 ayat (2). 
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Sejak zaman itu sampai dengan pemerintahan Kolonial Belanda di tahun 1942, 
“jaxa” dan kemudian “djaksa” dipakai sebagai sebutan untuk para Pejabat Hukum 
Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang magistrate dan sejak zaman 
pendudukan Militer Jepang pada tahun 1942-1945, “jaksa” pada masa itu ditulis 
jaksa adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkara-
perkara pidana.
7
  
Berdasarkan tugas dan wewenang dalam konteks Undang-Undang No.16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tugas dan 
wewenang dalam dua bidang, yaitu Yudisial dan Non Yudisial. Tugas Yudisial ialah 
sebagai penuntut umum dalam peradilan pidana (criminal justice system), pelaksana 
putusan hakim serta melakukan pengawasan pada pelaksaan putusan pidana dan 
Tugas Non Yudisial ialah sebagai pengawas dalam peredaran barang cetakan, aliran 
kepercayaan, organisasi sosial keagamaan, masuknya penduduk asing, Memberikan 
peningkatan kesadaran hukum Masyarakat dalam berbagai program Bimbingan 
Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) seperti Penyuluhan Hukum dengan 
program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dikalangan Pelajar dan Penerangan Hukum 
(PENKUM) dikalangan masyarakat dan selain itu masih ada tugas tambahan Jaksa 
sebagai penyidik tindak pidana korupsi serta tugas lain dalam bidang perdata dan tata 
usaha negara.
8
 
                                                             
7
Andi Hamzah, Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya.(Jakarta : Sinar 
Grafika, 1995), h. 3. 
8
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia.(Jakarta : 
PT. Bina Aksara, 1987), h 17. 
4 
 
 
 
Dalam  firman Allah swt menjelaskan :  
ا َاهَُّيأاَي ِبَرَْقْلْاَو ِنْيَِدلاَىْلا َِوأ ْمُكُِسفَْنأ ًَلَع ْىَلَو ِ َِّلِلّ َءاََدهُش ِطْسِقْلاِب َنيِما َّىَق اُىنىُك اُىنَمآ َنيِذَّل ُ َّلِلَّا  ا ارِيَق  َْوأ ااّيِن َ  ْنَُكي ْ ِِ َني
 ُت َْوأ اوُىَْلت ْ َِِو اُىلِدْعَت ْ َأ يَىَهْلا اىُِعبَّتَت ََلَ  اَمِهِب ًَلَْوأ( ا اريِبَخ َْ ُىلَمَْعت اَِمب َْ اَك َ َّاللَّ َّْ ِإَ  اىُضِرْع531) 
Terjemahnya; 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian penegak keadilan, menjadi 
saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan 
kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih 
tahu kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 
keadaan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka ketahuilah Allah maha teliti 
terhadap segala apa yang kamu kerjakan.
9
 
 
Penjelasan dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan 
supaya berlaku adil, sebab tegaknya urusan masyarakat hanya akan tercapai dengan 
keadilan, demikian pula terpeliharanya peraturan. Disamping itu, dalam menegakkan 
keadilan terhadap kesaksian akan kebenaran karena Allah SWT, baik terhadap diri 
sendiri, kedua orang tua dan kaum kerabat, tanpa membedakan seseorang karena 
kekayaan atau kemiskinan. Dan Allah juga menegaskan secara sempurna dan penuh 
perhatian, kamu jadikan penegak keadilan sebagai sifat yang melekat pada diri kamu, 
dan laksanakanlah dengan penuh ketelitian. Oleh sebab itu berhati-hatilah agar jangan 
                                                             
9
 Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemahan dan Tafsir (Bandung: Syaamil Quran, 2011) 
Surah An-Nisa:135. 
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sampai kalian pilih kasih terhadap orang kayak arena tamak kepada kebaikannya dan 
takut akan kejahatannya, dan jangan pula terhadap orang miskin yang biasanya 
dikasihi sehingga membuat kamu bertindak tidak adil, maka janganlah kamu jadikan 
kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan, karena Allah SWT lebih tahu 
kemashalatan mereka, jadi tegakkanlah keadilan itu karena Allah SWT dan jangan 
menyimpang dari kebenaran. Allah menyuruh berlaku adil dan menjadi saksi-saksi 
atas kebenaran walaupun terhadap diri sendiri, ibu, bapak, karib kerabat, kaya atau 
miskin, karena keadilan dan kebenaran di atas segala-galanya. Maka Kejaksaan 
sebagai penegak hukum haruslah secara adil membela korban seperti tugas dan 
wewenang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tanpa membandingkan 
tingkatan sosial seseorang. 
Tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara 
selain dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, 
ketentuan lain juga terdapat dalam Pasal 35 huruf d mengenai tugas dan wewenang 
Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Jaksa 
berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).10 Jaksa diberi wewenang sebagai 
JPN, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan jika seorang warga 
                                                             
10Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak secara tegas dan jelas tercantum dalam UU 
Kejaksaan, Perpres 38 th 2010 dan peraturan sebelumnya, yaitu UU 5/1991, serta Keppres 55/1991 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Namun, sebutan Jaksa Pengacara Negara 
telah diatur berdasarkan KEPJA Nomor: KEP-039/J.A/5/1993 tanggal 1 April 1993 tentang 
Administrasi Perkara DATUN dan Surat Edaran JAM DATUN Nomor: B- 039/G/4/1993 tentang 
sebutan Jaksa Pengacara Negara bagi Jaksa yang melaksanakan tugas DATUN. Makna “kuasa khusus” 
dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan tugas “Pengacara”. Selain itu, istilah 
Pengacara Negara dapat diartikan sebagai terjemahan dari Lands Advocaten versi Staatblad 1922 
Nomor 522 yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah. 
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atau badan hukum meminta Hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah 
tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu 
berlaku atau sah menurut hukum.11 
Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan “(1) Jaksa 
Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, 
mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. (2) Jaksa Agung 
dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. (3) 
Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. (4) 
Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.” Maka dalam Perdata dan Tata 
Usaha Negara pada wilayah hukum Kejaksaan Agung, ada Jaksa Agung Muda 
Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) yang membantu Jaksa Agung dan 
Wakil Jaksa Agung, pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi terdapat Asisten Perdata 
dan Tata Usaha Negara (ASDATUN), dan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri 
terdapat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (KASI DATUN). 
Meskipun tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara telah diatur dengan 
sedemikian rupa namun kenyatannya dinilai belum maksimal dalam penanganan 
perkara perdata di Kejaksaan Negeri Makassar. Hal tersebut disebabkan belum 
banyak kasus perdata yang ditangani oleh Kejaksaan atau perkara perdata yang 
ditangani Kejaksaan tidak tersorot media atau tidak terpublikasikan oleh Kejaksaan 
itu sendiri. Hal ini juga terkait kurangnya pemahaman kewenangan Kejaksaan 
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(Jakarta : Sinar Grafika, 1995) h. 42. 
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dibidang perdata, karena yang kerap diketahui oleh khalayak instansi Kejaksaan 
hanya memliki tugas dan wewenang di bidang pidana dalam melakukan penuntutan, 
melaksanakan penetapan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan lain 
sebagainya, sehingga tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata seakan 
terabaikan. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
membahas lebih lanjut mengenai “Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani 
Perkara Perdata”. 
B.  Fokus Penilitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu terkait pada 
Wewenang dan Tugas Kejaksaan terhadap penanganan perkara dalam bidang Perdata 
yang mengacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia. 
Adapun deskripsi fokus merujuk pada Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara 
Negara yang mewakili pemerintah atau negara sebagai pihak penggugat maupun 
tergugat dan berperan sebagai kuasa hukum pemerintah yang termasuk di dalamnya 
badan usaha milik pemerintah. 
C.  Rumusan Masalah 
Adapun rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah : 
1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan Negeri Makassar menangani perkara 
perdata ? 
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2. Bagaimana cara penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh Kejaksaan 
Negeri Makassar ? 
D.  Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan teori yang 
terdapat dalam berbagai sumber literatur hukum atau rujukan yang mempunyai 
relevansi dengan dengan rencana penelitian. Adapun kajian kepustakaan yang relevan 
dengan judul penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Ilham Gunawan dalam bukunya menjelaskan tentang dasar-dasar pengetahuan 
mengenai Kejaksaan dan peran kejaksaan dalam menegakkan hukum dan juga 
lebih lanjut buku ini menguraikan secara terperinci mengenai latar belakang 
Kejaksaan hingga Analisis Tugas Pokok Instansi Kejaksaan yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku
12
. 
2. Muhammad Jusuf dalam bukunya menjelaskan tentang Hukum Kejaksaan 
yang secara partikular membahas peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara 
dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang juga membahas peraturan 
perundang-undangan yang mengatur rangkap fungsi antara Jaksa sebagai 
Penuntut Umum dan Jaksa sebagai Pengacara Negara.
13
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Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik. 
(Jakarta : Sinar Grafika, 1994). 
13
Muhammad Jusuf, Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara 
dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.(Surabaya : Laksbang Justitia, 2014). 
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E.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian   
a. Untuk Mengetahui kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara 
Perdata di Kejaksaan Negeri Makassar. 
b. Untuk mengetahui cara penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh 
Kejaksaan Negeri Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
pemahaman serta menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran 
mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan yang tidak hanya menangani 
perkara dalam bidang Pidana namun Kejaksaan juga memiliki tugas dan 
wewenang dalam menangani perkara perdata yang dalam hal ini Kejaksaan 
dalam menangani perkara perdata bertindak sebagai Jaksa Pengacara negara 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Teori  Kewenangan 
1. Pengertian Kewenangan  
Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan 
dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk 
bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang/badan lain.
14
 
Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki 
seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan 
demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang 
dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan 
kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.
15
 
Berdasarkan definisi kewenangan yang telah dijelaskan diatas, penulis 
berpendapat bahwa, Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki 
keabsahan (legitimate power), yang juga merupakan hak moral untuk 
melaksanakan dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan norma 
masyarakat termasuk peraturan perundang-undangan. 
2. Bentuk-Bentuk Kewenangan 
a. Kharismatik, Tradisional dan Rasional 
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Kamal Hidjaz.Efektifitas Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia. 
(Makassar : Pustaka Refleksi, 2010).h 35. 
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Ridwan HR.Hukum Administrasi Negara.(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).h.99. 
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Max Weber mengemukakan adanya perbedaan antara wewenang 
kharismatik, tradisional dan legal, yaitu :
16
 
 
1) Wewenang Kharismatik 
Wewenang kharismatik didasarkan oleh kharisma, yaitu suatu 
kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Orang mengakui 
wewenang tersebut karena adanya kepercayaan dan pemujaan yang 
terbukti bermanfaat dan berguna. Kemampuan yang dimiliki berada 
di atas kemampuan manusia pada umumnya. contohnya adalah 
kiai, wali/ rasul dan lain-lain yang memiliki wewenang dilakukan 
bukan hanya untuk dirinya sendiri namun untuk segolongan orang 
atau bahkan banyak orang. Wewenang kharismatik bersifat 
irasional, tidak diatur oleh kaidah-kaidah baik kaidah tradisional 
maupun yang rasional. Oleh sebab itu wewenang kharismatik bisa 
hilang, jika adanya perubahan faham atau munculnya perbedaan 
faham-faham yang tidak bisa diikuti oleh orang yang memiliki 
wewenang tersebut. 
2) Wewenang Tradisional 
wewenang tradisional adalah wewenang yang dimiliki 
seseorang ataupun sekelompok orang secara bersama-sama.  
Wewenang tradisional dimiliki bukan karena memiliki kharismatik 
namun karena seseorang atau kelompok tersebut mempunyai 
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wewenang dan kekuasaan yang sudah lama dan melembaga. 
Karena lamanya memegang kekuasaan, maka masyarakat 
memercayai dan mengakui kekuasaan tersebut. 
Wewenang tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a) Adanya ketentuan dan aturan tradisional yang mengatur dan 
mengikat orang atau sekelompok orang yang memegang 
wewenang dan juga masyarakatnya. 
b) Adanya wewenang yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan 
seseorang secara individual, 
c) Adanya tindakan bebas yang dilakukan selagi tidak terjadi 
pertentangan dan tidak melanggar aturan yang berlaku. 
d) Tidak terdapat batasan yang jelas dan tegas antara wewenang 
dengan kemampuan pribadi. Suatu hubungan kekeluargaan 
mempunyai peranan dalam melaksanakan wewenang.  
e) Wewenang tradisional bisa pula hilang, penyebabnya bisa 
karena terlalu berpegang pada tradisi tanpa mengikuti 
perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh 
karenanya wewenang yang berlandasan pada nilai-nilai tradisi 
harus mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan 
yang terjadi di dalam masyarakat. 
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3) Wewenang Rasional 
Wewenang rasional atau disebut pula wewenang legal adalah 
wewenang yang bersandar pada hukum yang ada/berlaku di 
masyarakat. Hukum yang berlaku bisa hukum yang berpegang pada 
hukum agama, tradisi atau yang lain. Agar bisa berjalan dengan 
tenang dan damai, harus ditelaah bagaimana hubungan antara 
sistem hukum yang diberlakukan sesuai dengan kebudayaan 
masyarakatnya. Dan perlunya percobaan untuk mengetahui apakah 
sistem hukum yang diberlakukan tersebut cocok atau tidak dengan 
sistem kebudayaan yang terdapat di masyarakat. Misalnya di 
masyarakat yang menganut paham demokratis, aturan dan hukum 
orang yang memegang kekuasaan diatur dan berdasarkan waktu 
periode kepemimpinannya. 
4) Resmi dan Tidak Resmi 
Di dalam kehidupan bermasyarakat bisa dijumpai berbagai 
macam hubungan ataupun kepentingan pengaturan, baik secara 
pribadi, kelompok dan lain sebagainya yang hubungannya 
didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang bersifat rasional. 
Dalam hubungan tersebut tidak lepas dari masalah mengenai posisi, 
status wewenang resmi atau tidak. Banyak wewenang yang ditemui 
di kelompok-kelompok yang bersifat tidak resmi karena sifat 
terbentuknya karena situasi, kondisi, spontan, karena faktor 
perkenalan, dan tidak adanya aturan yang diterapkan secara 
sistematis.  
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a) Wewenang tidak resmi, bisa dijumpai pada hubungan 
antarpribadi yang bersifat situasional, spontan dan ditentukan 
oleh karakter dan kepribadian. Wewenang tidak resmi ini 
dilakukan dengan cara yang tidak sistematis/tidak teratur. 
b) Wewenang resmi sifatnya sistematis, formal dan rasional. 
Wewenang resmi bisa dijumpai di dalam kelompok-kelompok 
besar yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang 
bersifat tegas, dan tetap.  
Pada organisasi ataupun kelompok-kelompok besar yang 
menggunakan wewenang resmi, kadang timbul wewenang tidak 
resmi.  Begitupula sebaliknya, pada kelompok-kelompok kecil 
bisa saja wewenang tidak resmi diusahakan menjadi wewenang 
resmi. Biasanya karena situasi dan kondisi yang sering terjadi 
pertentangan atau konflik sehingga diperlukan suatu aturan yang 
sifatnya mengikat, tegas dan tetap. 
5) Pribadi dan Teritorial 
Kelompok-kelompok hadir dan dibentuk karena adanya sifat 
yang berbeda-beda. Misalnya ada kelompok masyarakat karena 
adanya persamaan daerah, hobi dan lain sebagainya. Inilah yang 
pada akhirnya membedakan wewenang pribadi dan teritorial. 
a) Wewenang pribadi adalah wewenang yang sangat bergantung 
pada ikatan yang kuat/solidaritas di antara anggota-
anggotanya. Kebersamaan menjadi faktor yang utama, 
karenanya individu di dalamnya lebih menekankan kepada 
15 
 
 
 
kewajiban dibandingkan hak. Hubungan dan struktur bersifat 
konsentris, dari satu titik menjadi lingkaran-lingkaran 
wewenang yang lain dan setiap wewenang memiliki 
kekuasaan penuh atas wilayahnya. 
b) Wewenang teritorial, yang menjadi penting adalah wilayah 
tempat tinggal. Pada wilayah ini munculnya individualism 
menjadikan kebersamaan memudar. Dari perbedaan bentuk 
wewenang pribadi dan territorial terdapat kenyataan bahwa 
kedua wewenang tersebut bisa saling mengisi dan 
berdampingan. 
6) Terbatas dan Menyeluruh 
a) wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, 
hanya meliputi satu atau beberapa sektor dalam kehidupan. 
b) wewenang yang menyeluruh adalah wewenang yang tidak 
terbatas. Misalnya suatu negara yang memiliki wewenang 
yang tidak terbatas dan menyeluruh. 
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata 
1. Pengertian Hukum Perdata  
Mengenai pengertian dari Hukum perdata ini, para pakar sarjana 
hukum memiliki pengertian yang berbeda-beda, antara lain :
17
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a. Menurut Prof. Subekti, S.H., memiliki pendapat bahwa Hukum 
Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiel”, yaitu 
segala Hukum Pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan 
perseorangan. 
b. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., memiliki pendapat 
bahwa Hukum perdata adalah hukum antarperorangan yang mengatur 
hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam 
hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. 
c. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, memiliki pendapat bahwa 
Hukum perdata dalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah 
kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan 
dipertahankannya atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan. 
Maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud Hukum 
perdata adalah sekumpulan aturan yang mengatur kewajiban dan hak-hak 
antar perseorangan antar satu badan hukum dengan badan hukum yang 
lain, yang berdampak langsung bagi pihak terkait. 
2. Pembagian Hukum Perdata  
Sejak Romawi kuno, sudah ada pembagian hukum menjadi dua, 
yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat (Hukum Perdata). Namun pada  
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pembahasan ini khusus membahas pembagian Hukum perdata saja, maka 
pembagian hukum perdata jika dilihat dari pengertiannya terbagi atas :
18
 
 
a. Hukum perdata dalam arti sempit, meliputi seluruh peraturan-
peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
yaitu : Hukum Pribadi, Hukum Benda (Hukum Harta Kekayaan), 
Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Perikatan serta Hukum 
Pembuktian dan Daluwarsa. 
 
b. Hukum perdata dalam arti luas, meliputi seluruh peraturan-peraturan 
yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang, berserta peraturan undang-undang 
tambahan lainnya (seperti Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum 
Islam, dan Hukum Perburuhan). 
 
 
c. Hukum Perdata Materil, adalah aturan-aturan hukum yang mengatur 
hak-hak dan kewajiban perdata. Misalnya, Hukum Dagang, Hukum 
Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Perjanjian, dan Hukum Adat. 
 
d. Hukum Perdata Formil, adalah aturan-aturan hukum yang mengatur 
bagaimana cara melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban perdata (Hukum Perdata Materil), misalnya 
Hukum Acara Perdata. 
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2017), h.8-9. 
18 
 
 
 
3. Pengertian Hukum Acara Perdata  
Untuk melaksanakan hukum perdata materil maka diperlukan 
rangkaian aturan-aturan hukum yang menentukan dan mengatur cara 
melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hal tuntutan hak. 
Peraturan inilah yang disebut sebagai hukum acara perdata. 
Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur 
bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan 
perantaraan hakim (pengadilan).
19
 Hukum perdata juga dapat diartikan 
sebagai suatau aturan yang mengatur bagaimana mengajukan suatu 
perkara perdata terhadap pengadilan perdata
20
. 
Lebih konkret lagi, dapatkah dikatakan bahwa hukum acara perdata 
mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, 
memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. 
Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan 
memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk 
mencegah eigenrichting atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan 
menghakimi sendiri merupakan tidakan untuk melaksanakan hak 
menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa 
persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan 
menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini 
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tidak dibenarkan, dalam hal ini kita hendak memperjuangkan atau 
melaksanakan hak kita.
21
 
4. Sumber Hukum Acara Perdata 
Sumber hukum acara perdata tersebar dalam berbagai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat di 
kemukakan sebagai berikut :
22
 
a. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) atau Reglement 
Indonesia diperbarui, S. 1848 No.16 jo. S.1941 No.44. Peraturan ini 
khusus daerah Jawa dan Madura. 
b. RBg. (Rechtsreglement Buitengewesten) atau Reglement Daerah 
Seberang, S.1972 No.227. Peraturan ini untuk daerah luar Jawa dan 
Madura. 
c. Rv. (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) S.1874 No 52 jo. 
S.1849 No.63. Peraturan ini sebenarnya berlaku untuk pengadilan 
Raad van Justitie yang dikhususkan bagi golongan Eropa, sehingga 
saat ini sebenanrnya sudah tidak berlaku lagi, namun dalam beberapa 
hal tetap dijadikan pedoman dalam praktik apabila ketentuan dalam 
HIR/RBg. Tidak memberikan pengaturan. 
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Achmad Ali, Hukum Pembuktian Perdata.(Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h. 7. 
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Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh 
Dokumen Ligitasi.( Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h.2-3. 
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d. B.W. (Burgerlijk Wetboek) Buku IV tentang Pembuktian dan 
Kedaluwarsa. 
e. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Banding untuk Daerah Jawa dan 
Madura. 
f. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
g. UU No. 3 Tahun 2009 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No.14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
h. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum. 
i. Yurisprudensi-yurisprudensi tentang Hukum Acara Perdata. 
j. Doktrin-doktrin yang  dikemukakan oleh para sarjana. 
5. Asas-Asas Hukum Acara Perdata 
Dalam proses penegakan hukum perdata melalui hukum acara 
perdata menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas hukum acara 
perdata, yaitu :
23
 
a. Hakim Bersifat Menunggu 
Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif 
untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya 
kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, 
apakah justru perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, 
sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu 
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berlaku adagium judex ne procedat ex officio, apabila tidak ada 
gugatan, maka disitu tidak ada hakim. 
Jadi yang mengajukan tuntutan hak ialah pihak yang 
berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan 
hak yang diajukan kepadanya, akan tetapi sekali perkara diajukan 
kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa 
mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang 
jelas. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan 
anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (ius curia novit), kalau 
sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat. 
b. Hakim Bersifat Pasif 
Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif dalam arti bahwa 
ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim 
untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang 
berperkara dan bukan oleh hakim, hakim tidak dapat memperluas 
ataupun mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang 
berperkara. 
Disamping itu, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri 
sengketa yang telah diajukan di muka pengadilan, sedangkan hakim 
tidak dapat mengahalang-halanginya. Pengakhiran sengketa ini dapat 
berupa perdamaian atau pencabutan gugatan. 
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Lebih lanjut atas perkara yang diajukan di hadapannya, hakim 
wajib mengadili (memeriksa dan memberikan pertimbangan) seluruh 
gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak 
dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Kemudian 
atas putusan yang dijatuhlan oleh hakim, apakah yang bersangkutan 
akan mengajukan banding atau tidak itu pun bukan kepentingan 
daripada hakim. 
Jadi pengertian pasif di sini hanyal berarti bahwa hakim tidak 
menentukan luas daripada pokok sengketa. 
c. Sifat Terbukanya Sidang  
Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk 
umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan 
mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya tidak lain 
untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam peradilan 
dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang  fair,  tidak 
memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. 
Jadi apabila pemeriksaan dilakukan secara tertutup ataupun 
putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk, 
maka akan berakibat putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut 
hukum. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk “social 
control”. 
Kecuali apabila ditemukan lain oleh undang-undang 
berdasarkan alasan yang patut yang dimuat dalam berita acara yang 
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diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu 
tertutup, misalnya dalam perkara perceraian atau perkara perzinaan. 
d. Mendengar Kedua Belah Pihak (Audi et alteram partem) 
Kedua belah pihak yang berperkara di dalam hukum acara 
perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak. Bahwa pengadilan 
mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. 
Demikian pula kedua belah pihak penggugat dan tergugat masing-
masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua 
belah pihak harus didengar, hal ini berarti hakim tidak boleh 
menerima keterangan dari salah satu pihak saja. Asas ini mengandung 
pula arti bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak untuk 
mengajukan alat bukti di muka sidang. 
e. Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan 
Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang 
dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan itu dimaksudkan sebagai 
pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, 
sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. 
Sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya pernah 
menyatakan: 
“Bahwa putusan yang tidak lengkap dan kurang cukup 
dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus 
dibatalkan.” 
Kadang-kadang untuk mempertanggungjawabkan putusan 
sering juga dicari dukungan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. 
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f. Beracara Dikenakan Biaya 
Untuk berperkara perdata pada asasnya dikenakan biaya. Biaya 
ini meliputi : 
1) Biaya kepaniteraan; 
2) Biaya panggilan; 
3) Biaya materai. 
Bahkan kalau para pihak meminta bantuan seorang advokat, 
maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu 
untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara 
cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari 
pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak 
mampu yang dibuat oleh camat, yang membawahkan daerah tempat 
yang berkepentingan bertempat tinggal. 
Permohonan perkara secara prodeo akan ditolak oleh pengadilan 
apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu. 
g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan 
HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada 
orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara 
langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan 
tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau 
dikehendakinya. Dengan demikian, hakim wajib tetap memeriksa 
sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak 
mewakilkan kepada seorang kuasa. 
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Seorang kuasa itu harus seorang advokat, yang mempunyai surat 
izin praktik dan bergelar Sarjana Hukum, terkecuali kepada perkara 
yang dikuasakan kepada seseorang yang mempunyai hubungan 
keluarga (sedarah atau karena perkawinan) atau mempunyai hubungan 
kerja. 
C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
1. Sejarah Kejaksaan di Indonesia 
a. Periode Sebelum Reformasi  
Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di 
Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu 
pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan 
dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di 
kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-
kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. 
Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan 
bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, 
tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 
M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani 
masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini 
dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang 
memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. 
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Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, 
yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau 
hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga 
seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal 
dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. 
Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya 
dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. 
Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan 
sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang 
Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan 
Justisi ) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah 
langsung dari Residen / Asisten Residen. 
Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung 
sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, 
jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi 
terselubung yakni antara lain: 
1) Mempertahankan segala peraturan Negara 
 
2) Melakukan penuntutan segala tindak pidana 
 
 
3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang 
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Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, 
khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan 
hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht 
(WvS).  
Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut 
secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang 
pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang 
kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan 
No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang 
pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), 
Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan 
negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan 
memiliki kekuasaan untuk: 
1) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran 
2) Menuntut Perkara 
3) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal. 
4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut 
hukum. 
Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap 
dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan 
dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya 
mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-
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badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada 
masih langsung berlaku. 
Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada 
sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 
Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, 
dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 
diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik 
Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.
24
 
Pada masa Republik Indonesia (17 Agustus 1950- 5 Juli 1959). 
kedudukan kejaksaan sama seperti pada masa RIS. yaitu masuk 
dalam struktur Departemen Kehakiman. Sesuai dengan statusnya 
dalam Negara Kesatuan, wcwenang Jaksa Agung. yang antara lain 
tertera dalam Pasal 156 ayat 2. 157 ayat 1 dan Pasal 158 ayat 3 KRIS 
serta Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 31 ayat I UUMA, tidak berlaku bagi 
jaksa Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Dengan berdirinya Negara Kesatuan RI. Kajaksaan Agung dari 
bekas Negara Bagian Republik Indonesia semestinya bubar dan tidak 
berfungsi lagi. Namun tidak demikian kenyataannya. kejaksaan 
Agung dibekas negara Bagian Republik Indonesia tidak jelas kapan 
dibubarkan, namun menurut surat Jaksa Agung Tanggal 28 Februari 
1951 dapat diketahui bahwa Kejaksaan Agung tersebut masih ada 
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kendatipun pekerjaan yang diperbolehkan untuk ditangani hanya 
kasus-kasus lama yang belum terselesaikan dan bukan pekerjaan 
baru. 
25
 
Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan 
dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan 
perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga 
kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode 
kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah 
ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata 
cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan 
yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta 
bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-
Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal 
tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai 
alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum 
(pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan 
Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur 
oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang 
Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan 
kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-
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Marwan Effendy, Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum.( 
Jakarta : PT Gramedia Putaka Utama, 2005) h. 68. 
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Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan 
Tinggi.
26
 
Pada masa Orde Baru, Kejaksaan selain mengalami beberapa 
perubahan dalam kekuasaannya juga mengalami beberapa kali 
perubahan pimpinan, organisasi, dan tata kerjanya. 
Perubahan pimpinan pertama kali terjadi pada tanggal 27 
Maret 1966 dengnn digantinya Menteri/Jaksa Agung Sutardhio oleh 
Brigjen. Sugih Arto, Asisten I Menteri/Panglima Angkatan Darat, 
sehari sebelum dibubarkannya Kabinet Dwikora yang 
Disempumakan dan diganti dengan Kabinet Dwikora yang 
Disempumnkan Lagi. Ketika itu, organisasi Kejaksaan di bawah 
koordinasi Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan 
Keamanan yang merangkap Menteri Angkatan Darat, Letjen. 
Soeharto. Setelah perubahan pimpinan berdasarkan Surat Keputusan 
Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan No.: 
KEP/A/16/l966 Tanggal 20 Mei 1966, dilakukan perubahan dan 
pembaruan mengenai Pokok-pokok Organisasi Kementerian 
Kejaksaan.
27
 Lalu, perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan 
RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang  
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Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup 
perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi 
Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 
tahun 1991 tertanggal 20 November 1991. 
28
 
b. Periode Masa Reformasi 
Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan 
terhadap pemerintah  Indonesia  serta  lembaga  penegak  hukum 
yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak  Pidana  Korupsi. 
Karena  itulah, memasuki  masa  reformasi Undang - undang  
tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan di 
undangkannya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk 
menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran 
undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran 
dianggap sebagai peneguhan eksistensi  Kejaksaan yang merdeka 
dan bebas dari pengaruh  kekuasaan  pemerintah, maupun  pihak 
lainnya. 
Dalam Undang-Undang No.16 Tahun  2004  tentang 
Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. 
adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan  kekuasaan negara 
dalam bidang penuntutan  
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serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan 
sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai 
kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi 
Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 
diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah 
menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang 
Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi 
pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, 
Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat 
dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai 
lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di 
bidang penuntutan. 
Mengacu pada UU tersebut, maka  pelaksanaan kekuasaan 
negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara 
merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 
Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara 
merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan 
wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 
pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi 
profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 
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UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah 
mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 30, yaitu : 
1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
a) Melakukan penuntutan; 
b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 
keputusan bersyarat; 
d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang; 
e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik. 
2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan 
kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar 
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 
3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan 
turut menyelenggarakan kegiatan: 
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a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c) Pengamanan peredaran barang cetakan; 
d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara; 
e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 
f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. 
Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan 
bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan 
seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau 
tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri 
sendiri atau disebabkan  oleh hal - hal yang dapat membahyakan 
orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-
Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping 
tugas dan wewenang tersebut dalam undang - undang ini, Kejaksaan 
dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. 
Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan  kerjasama 
dengan badan penegak  hokum  dan  keadilan serta badan negara 
atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa 
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum 
kepada instalasi p emerintah lainnya. 
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Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan 
dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan 
tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan 
tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai 
mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi.  
Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu 
dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah 
tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. 
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 
Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU 
No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi 
pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, 
bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga 
dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena 
tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang 
kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus 
korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini. 
Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam  penjelasannya  
secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan 
pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  secara  konvensional 
selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.  Untuk itu, 
diperlukan   metode   penegakan    hokum  luar   biasa   melalui 
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pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan 
luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam 
melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah 
dikategorikan sebagai extraordinary crime. 
Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan 
pembentukan  pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan 
berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. 
Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari 
Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing - masing  membawahi empat 
bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, 
Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. 
Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas 
melakukan  penyidikan dan penuntutan. Tenaga  penyidiknya 
diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara  khusus untuk 
penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional 
Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai  perubahan fundamental dalam 
hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.
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2. Pengertian Jaksa 
a. Pengertian Jaksa Dari Sisi Etimologi Bahasa 
Pengertian jaksa dari sisi etimologi, menurut konsep 
pemikiran R.Tresna, antara lain menyatakan bahwa nama Jaksa atau 
Yaksa bersala dari Indiadan gelar itu di Indonesia, sudah bisa 
melakukan pekerjaan yang sama.
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Dengan melihat referensi beberapa konsep mengenai 
pengertian jaksa secara etimologi bahasa maka ditemukan bermacam 
sebutan atau nomenklatur untuk “jaksa” di zaman modern sekarang 
ini, bergantung kepada yuridiksi penuntutan yang bersangkutan. 
Di Austria dan Jerman, yang dimaksud Staatsanwalt 
(Pengacara Negara) adalah kejaksaan. Procereur de la Republique 
(Prokol Republik) adalah sebutan jaksa di Perancis untk Kepala 
Kejaksaan Wilayah. Sedangkan di Belgia, karena berbentuk kerajaan, 
sebutannya adalah Procureur du Roi (Prokol Raja). Di Belanda, jaksa 
adalah Officer van Justice (Perwira Judisial), kepalanya disebut 
Hoofdofficier van justitie. Skotlandia (UK)  dinamai Procurator 
Fiscal (Prokol Fiscal). Di Spanyol, jaksa adalah Procurador (Prokol) 
atau Fiscal (Fiskal, digunakan juga di Filipina). Di Italia menjadi 
Procuratore (Prokol). Di Inggris, Crown  Prosecutor (Penuntut 
Mahkota atau Penuntut Kerajaan) adalah sebutan untuk Jaksa. 
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Sedangkan dibeberapa negara di Eropa Timur dan Rusia jaksa adalah 
Prokuratura (Prokol). 
Sebutan bagi jaksa di Amerika Serikat lebih bervariasi. Saru 
diantaranya, sangat populer dalm film-film Hollywod, yaitu “DA”, 
singkatan dari District Attorney (Jaksa Wilayah) untuk strata bagian. 
Dikenal pula sebutan Commonwealth Attorney (Jaksa 
Persemakmuran, misalnya di Negara Bagian Pennsylvania). 
Sedangkan otoritas penuntutan  di strata Federal/Nasional adala US 
Attorney (Jaksa Amerika Serikat/Jaksa Federal), yang secara 
keseluruhannya berjumlah 94, orang masing-masing mengepalai 
Kantor Kejaksaan Amerika Serikat/Kejaksaan Federal). 
Lain lagi di Australia, jaksa federal disebut Commonwealth 
Attorney (Jaksa Persemakmuran). Adapun Deputi Pendakwa Awam 
(Deputi Penuntut Umum) adalah Jaksa di Malaysia yang sebutan 
dalam bahasa Inggris, sedangkan di Republik Singapura dan Brunei 
Darussalam, yaitu Deputy Public Prosecutor (Deputi Penuntut 
Umum).
31
 
Kemudian sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa 
Agung R.I Nomor : KEP—074/JA/7/1978 tentang Keterangan 
Tentang  Makna Panji  Adhyaksa menyatakan bahwa pengertian 
Jaksa  ialah, “Jaksa asal  kata dari  Seloka  Satya   Adhy  Wicaksana 
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yang  merupakan  Trapsila  Adhyaksa  yang menjadi  landasan jiwa 
dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta 
makna sebagai berikut : 
SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun 
sesama manusia. 
ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama 
pemilikan rasa  tanggung  jawab baik  terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa terhadap  keluarga dan  terhadap  sesama manusia. 
WICAKSANA : bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku 
khususnya dalam  penerapnya  kekuasaan  dan kewenangannya.
32
 
b. Pengertian Jaksa Dari Sisi Yuridis 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa 
adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai 
penuntut  umum serta  melaksanakan  putusan  pengadilan   yang  
telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, jaksa sebagai  penuntut  umum 
berwewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim.
33
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Pada Undang-Undang no.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia juga dijelaskan didalamnya pengertian Jaksa pada     
Bab I Pengertian, pada poin 1 dikatakan bahwa, Jaksa adalah pejabat 
fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk 
bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 
berdasarkan undang-undang. 
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI 
a. Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam pasal 14 yang 
menyatakan bahwa, Penuntut umum mempunyai wewenang :
34
 
1) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 
atau penyidik pembantu; 
2) mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) 
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 
3) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah 
perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 
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4) membuat surat dakwaan; 
5) melimpahkan perkara ke pengadilan; 
6) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 
hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, 
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada 
sidang yang telah ditentukan; 
7) melakukan penuntutan; 
8) menutup perkara demi kepentingan hukum; 
Secara teknis, kewenangan ini dilaksanakan setelah diterimanya 
pemberkasan dari penyidik. Persiapan berkas disebut sebagai tahap 
Prapenuntutan (Pratut), yaitu sampai penyerahan semua berkas 
perkara, alat-alat bukti, dan tersangka dari pihak penyidik diserahkan 
kepada Jaksa Penuntut Umum. Jika telah diserahkan maka tanggung 
jawab hukum dari penyidik telah beralih ke Jaksa Penuntut Umum. 
b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang terdapat dalam Undang-
Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 
terdapat dalam pasal 30 yang dimana Kejaksaan memeliki tugas dan 
wewenang di beberapa bidang, antara lain :
35
 
1) Dalam konteks pidana, dalam pasal 30 ayat (1) Undang - Undang 
nomor 16 Tahun  2004 menyebutkan, kejaksaan  mempunyai  tugas 
dan wewenang : (a) melakukan penuntutan, (b) melaksanakan 
penetapan  hakim dan  putusan  pengadilan  yang  telah 
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memperoleh kekuatan hukum tetap, (c) melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, (d) melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang, (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 
penyidik. 
2) Dalam konteks perdata dan tata usaha negara, dalam pasal 30 ayat 
(2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan, 
kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam 
maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau 
pemerintah.  
3) Dalam konteks kertertiban  dan  ketentraman umum, dalam pasal 
30 ayat (3) Undang - Undang nomor 16 Tahun 2004  menyebutkan, 
kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (a) peningkatan 
kesadaran hukum masyarakat, (b) pengamanan kebijakan 
penegakan hukum, (c) pengawasan peredaran barang cetakan, (d) 
pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara,  (e)  pencegahan  penyalahgunaan  dan 
/atau penodaan agama, (f) penelitian dan pengembangan hukum 
serta statistik  kriminal. 
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Selain tiga poin di atas, Kejaksaan juga memiliki wewenang 
lain, yang dinyatakan dalam pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 
menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk 
menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan 
jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu 
berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan 
orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri, selanjutnya Pasal 32 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di 
samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, 
Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan 
undang-undang, kemudian Pasal 33 mengatur bahwa dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina 
hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta 
badan negara atau instansi lainnya, dan Pasal 34 menetapkan bahwa 
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum 
kepada instalasi pemerintah lainnya. 
4. Pengertian Jaksa Pengacara Negara 
Dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat fungsi 
bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Khusus untuk bidang Perdata, 
fungsi itu ada sejak sebelum Indonesia merdeka dengan landasan hukum 
Staatbland Nomor 522 Tahun 1992. Keberadaan fungsi tersebut ada 
karena keperluan nyata bagi kegiatan pemerintahan pada waktu itu. Di 
samping kegiatan yang bersifat publik tidak sedikit  kegiatan  
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keperdataan yang dilakukan pemerintah, sehingga untuk kegeiatan 
pemerintah ini pemerintah sebagai bada hukum memerlukan wakil 
sebagai kuasanya dan Kejaksaan ditunjuk mewakili kepentingan 
pemerintah.
36
 
Sebutan jaksa pengacara negara secara eksplisit tidak tercantum 
dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun 
makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya 
identik dengan “pengacara”.  
Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, 
bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam 
melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perkara Perdata 
dan Tata Usaha Negara. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara 
eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan  Republik Indonesia dan Undang - Undang 
sebelumnya, yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia. Justru secara formal istilah Jaksa 
Pengacara Negara termaktub dalam pasal 32 Undang - Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
37
 
Jaksa dengan surat kuasa khusus mewakili negara berperkara  
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Perdata di pengadilan, dapat disebut sebagai pengacara atau advokat. 
sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 
Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan 
sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, 
istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari landsadvocaten 
versi Staatblad 1922 Nomor 522 Pasal 3 disebutkan, dalam suatu proses 
(atau sengketa) yang diadili dengan prosedur perdata, bertindak untuk 
Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab Negara di Pengadilan 
adalah opsir justitia atau jaksa.
38
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Di mana 
penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi 
untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya 
hukum dilingkungan masyarakat. Dalam hal ini penelitian diambil dari fakta-
fakta yang ada dalam badan hukum atau badan pemerintah.
39
 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri 
Makassar. Bahwa lokasi penelitian ini dipilih  berdasarkan  beberapa 
pertimbangan,  instansi tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten 
dalam menangani perkara perdata pada instansi Kejaksaan di Kota Makassar 
ditinjau dari potensi dalam wilayah hukum yang dimiliki Kejaksaan Negeri 
Makassar. 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok 
permasalahan maka penelitian ini juga melakukan pendekatan pada 
Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 19 tahun  
                                                             
39
Beni Ahmad Saebani, Metode Penilitian Hukum,(Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), 
hlm.55. 
47 
 
 
B. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 
dengan pihak yang berkompeten terkait dengan penulisan skripsi ini. 
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari peraturan-
peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas, literatur, hasil 
penelitian. 
3. Data tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dari 
penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus 
hukum, kamus bahasa, artikel surat kabar, buku, karya ilmiah, interntet dan 
berbagai sumber lainnya.
40
 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
1. Observasi, Observasi dilakukan secara langsung pada Kejaksaan Negeri 
Makassar, melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang 
berhubungan dengan masalah penelitian ini.  
2. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak 
dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap obyek yang 
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dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan 
sumber data. Wawancara ini dilakukan dalam bentuk dialog yang ditujukan 
kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri 
Makassar, yang dianggap paling mengetahui mengenai Tugas dan Kewenangan 
sebagai Jaksa Pengacara Negara. 
3. Studi dokumentasi yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-
dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.
41
 
D. Instrumen Penilitian  
 Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. 
Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang 
diperlukan. Dalam peneletian ini ada bebearapa instrumen penelitian yang 
digunakan yaitu: 
1. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan 
data dari informan pada saat dilakukan wawancara yang juga dibantu dengan 
daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendukung penelitian saat 
melakukan wawancara. 
2. Dokumen Hukum 
Dokumen hukum berfungsi sebagai alat pendukung penelitian dalam 
pengumpulan data terkait peraturan dan kebijakan yang terdapat dalam lokasi 
penelitian. 
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
1. Reduksi Data ialah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam sejumlah matriks yang diinginkan. 
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang 
direduksi dan disajikan . 
Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik 
pengolahan data  kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang 
sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak 
hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus 
menerus selama peneltian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan 
pemilaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus 
penelitia
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kejaksaan Negeri Makassar beralamat di Jalan Amanagappa No.15 Kota 
Makassar yang dimana Kejaksaan Negeri Makassar merupakan suatu lembaga 
pemerintah yang berfungsi melakukan penuntutan terhadap suatu tindak kejahatan 
baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus serta perkara perdata dan 
Tata Usaha Negara dengan kata lain Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan Negeri 
Makassar dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan 
dibawahnya terdapat Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar 
yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari). 
Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar terbagi dengan Cabang 
Kejaksaan Negeri Makassar. Dari 14 Kecamatan, Kejaksaan Negeri Makassar 
memiliki wilayah hukum 12 Kecamatan yaitu, Kecamatan Biring Kanaya, 
Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan 
Manggala, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, 
Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan 
Ujung Pandang, sedangkan Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Tanah masuk 
pada wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. 
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1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Makassar 
 
 
 
2. Visi Misi 
Kejaksaan Negeri Makassar dengan mengacu pada visi dan Misi 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta diselaraskan dengan visi dan misi 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan visi dan misi sebagai 
berikut : 
Kepala Kejaksaan 
Negeri Makassar 
Dicky Rachmat 
Rahardjo 
Kepala Sub Bagian 
Pembinaan 
Desty Rerung 
S.H.,M.H. 
Kepala Seksi 
Intelijen 
Ivan Nusu 
Parangan, SH.MH 
 
Kepala Seksi Tindak 
Pidana Umum 
Ulfadrian 
Mandalani, 
S.H.,M.H 
Kepala Seksi 
Tindak Pidana 
Khusus 
Andi Helmi Adam, 
S.H.,M.H. 
 
Kepala Seksi 
Perdata dan Tata 
Usaha Negara 
Rahmat Idrak, SH. 
Kepala Urusan 
Kepegawaian 
Marjuni S.H. 
Kepala Urusan TU 
dan Perpustakaan 
Mardiyanti, 
S.H.,M.H 
Kepala Urusan 
Perlengkapan 
Mappaewa 
Syam, S.E., M.M 
Kepala Urusan 
Keuangan 
Andi Abdullah 
N, SH. 
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VISI : Terwujudnya aparatur yang profesional memiliki integritas moral 
dalam penegakan dan pelayanan hukum 
 MISI : Peningkatan Profesionalisme dan moral Aparatur melalui perubahan 
pola pikir, budaya kerja dan perilaku; 
Peningkatan sarana dan prasarana; 
Tepat dan cepatnya penyelesaian penanganan Perkara; 
Terselesaikannya tunggakan penanganan perkara; 
Meningkatkan kegiatan operasi intelijen yustisial; 
Meningkatkan penyuluhan dan penerangan hukum; 
Terselesaikannya bantuan hukum. 
B. Kewenangan Kejaksaan Negeri Makassar menangani perkara perdata  
Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang 
bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya melaksanakan tugas pokok 
sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki tugas lain termasuk dalam perkara 
perdata, di mana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa 
hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan 
tata usaha Negara ini tertuang dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, di mana dalam Pasal 30 ayat (2) menyatakan 
bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus 
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dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara 
atau pemerintah”, dan ketentuan lain juga terdapat dalam Pasal 35 huruf d 
mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung yang menyatakan “mengajukan 
kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, 
perdata, dan tata usaha negara”. Dan yang juga disebutkan dalam Peraturan 
Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan 
RI. Pasal 24 ayat (1) “Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 
mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan 
di bidang perdata dan tata usaha negara”, Pasal 24 ayat (2) “lingkup bidang 
perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, 
bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara 
atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah 
pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha 
negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, 
menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan 
hukum kepada masyarakat”.    
Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa Jaksa baik dimuka 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung bahkan diluar 
Pengadilan dengan kuasa khusus dapat mewakili pemerintah atau negara sebagai 
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pihak penggugat maupun tergugat dan berperan sebagai kuasa hukum pemerintah 
termasuk di dalamnya badan usaha milik pemerintah.
42
 
Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak tahun 1922 yaitu 
berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam staatsblad Nomor 522 Tahun 1922 
dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut. Dengan lahirnya Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih 
dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara 
sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tugas di 
bidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan 
wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Keputusan Jaksa 
Agung Nomor : KEP- 035/J.A/3/1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan 
Agung Republik Indonesia, Keputusan Jaksa Agung Nomor lainya, Instruktur 
Jaksa Agung, serta petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
43
 
Landasan hukum tugas Kejaksaan di bidang perdata diatur di peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut :
44
 
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia, 
Pasal 27 Ayat 2 :“Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan 
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Effendy Marwan, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif 
Hukum, Jakarta. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama 2005). h. 136 
43Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11. 
44
Muhammad Jusuf. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara 
dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.(Surabaya:Laksbang Justitia, 2014).h. 53.-54 
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kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan 
atas nama Negara atau pemerintah” 
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 117 
Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kejaksaan 
berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum. 
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan Pasal 2 Ayat 1. 
4. Undang-Undang. RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia, Pasal 30 Ayat (2). 
5. Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 632. 
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 jo  
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 018/A/JA/07/2014 
Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan 
Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara. 
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 
Tentang Administrasi Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara. 
Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-
157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 
tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara adalah dalam bidang Pelayanan 
Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum, dan Tindakan 
Hukum Lain, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 
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Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan dalam Bidang 
Perdata dan Tata Usaha Negara, yang akan dijelaskan sebagai berikut :
45
 
3. Bantuan Hukum 
Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan 
perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk 
mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan 
harkat dan martabat sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap 
perkara oleh penasehat hukumnya
46
 
Disamping bantuan hukum tersebut diberikan pada setiap masyarakat 
yang membutuhkan, negara juga memerlukan adanya bantuan hukum. Sebagai 
negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan 
banyak ditemukan keterkaitan dan kepentingan hukum dari negara hukum 
atau pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam 
kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat. Dalam hal ini bantuan hukum 
tersebut dapat diwakilkan kepada kejaksaan, sebagaimana disebutkan dalam 
pasal 30 ayat (2) Undang-undang No 16 tahun 2004 di bidang perdata dan tata 
usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak didalam maupun 
diluar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah. 
Menurut peraturan jaksa agung RI No. 40/A/JA/12/2010 tentang Standar 
Operating Prosedur (SOP) tugas , fungsi dan wewenang perdata dan tata usaha 
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Muhammad Jusuf. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara 
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negara pasal 3 huruf (a) “ Bantuan hukum adalah tugas jaksa pengacara 
negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili 
lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, 
berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun terguggat 
yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.” 
4. Pertimbangan Hukum  
Memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan 
(legal assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar 
permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan 
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang pelaksanaannya 
berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha 
Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri. 
Pertimbangan hukum sebenarnya merupakan bagian dari bantuan hukum, 
sebagaimana yang pernyataan sebelumnya, tugas kejaksaan dibidang perdata 
dan tata usaha negara dalam pemberian pertimbangan hukum adalah 
pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau 
badan usaha milik negara maupun daerah, atau pejabat tata usaha negara di 
bidang perdata, yang disampaikan melalui forum koordinasi yang ada atau 
mediasi diluar pengadilan. 
Untuk terjamin suksesnya dalam memberikan pertimbangan hukum, 
harus dipersiapkan personil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 
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hukum yang memadai serta dukungan bahan kepustakaan yang lengkap, 
karena pemberian pertimbangan hukum harus dilandasi dasar hukum dan 
argumentasi yang kuat. 
5. Pelayanan Hukum  
Pelayanan hukum merupakan bentuk dari bantuan hukum, dimana 
tugas kejaksaan dalam pelayanan hanya dalam bidang perdata dan tata usaha 
negara, karena pelayanan hukum hanya sebagai masukan bagi para pihak yang 
berperkara, yang sifatanya non-litigasi. 
Pelayanan hukum oleh jaksa adalah salah satu bentuk bantuan hukum 
dan fasilitas dari kejaksaan untuk masyarakat agar masyarakat menjadi 
masyarakat yang peka terhadap hukum, berbeda dengan pertimbangan hukum 
adalah terletak pada subyek yang akan di berikan pelayanan, karena secara 
garis besar untuk menjalankan fungsi “melindungi kepentingan masayarakat“ 
adalah salah satu cara kejaksaan untuk melindungi kepentingan masyarakat 
dengan cara non-litigasi. 
6. Penegakan Hukum 
Penegakan hukum adalah tugas berat kejaksaan yang diberikan oleh 
undang-undang tidak hanya kejaksaan, tetapi keseluruhan pemerintah 
menanggung tugas sebagai penegak keadilan, kejaksaan sebagai aparatur 
negara secara spesifik adalah aparatur penegak hukum, juga harus mampu 
terlihat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut terciptanya 
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kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan 
pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti cita-
cita bangsa indonesia, serta peran kejaksaan untuk menjaga kewibawaan 
pemerintah sekaligus melindungi kepentingan rakyat. 
Penegakan Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan 
gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara 
ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan 
pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: 
a. Permohonan perwalian anak di bawah umur (Pasal 360 BW); 
b. Pengajuan pembatalan perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan); 
c. Gugatan Uang pengganti (Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo 
Undang-Undang 20 Tahun 2001); 
d. Permohonan Kepailitan (Undang-Undang No.37 Tahun 2004); 
e. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu 
Yayasan (Undang-Undang No.18 Tahun 2001 Jo Undang-Undang 
No.28 Tahun 2004); 
f. Permohonan Jabatan Notaris (Undang-Undang No.30 Tahun 2004); 
g. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat 
notaris 9 Pasal 50 Undang-Undang No.30 Tahun 2004); 
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h. Permohonan Pembubaran PT (Undang-Undang No.40 Tahun 2007). 
 
 
7. Tindakan hukum lain  
Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak 
sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan 
antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara di 
bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di 
bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan 
kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi 
kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum 
lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, 
bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum. 
Dari hasil wawancara penulis dengan Narasumber, mengatakan bahwa 
tidak ada perberdaan yang signifikan antara Pengacara pada umumnya dan Jaksa 
Pengacara Negara, namun Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara 
mereka tidak menerima Honorarium karena memiliki dana Anggaran tersendiri 
tidak seperti pengacara pada umumnya yang dijelaskan dalam pasal 21 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
47
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Wawancara, Makassar, 14 Agustus 2018. 
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C. Penyelesaian Perkara Perdata Yang Ditangani Kejaksaan Negeri Makassar 
Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak 
untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 
wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Sebagai 
Kuasa dari Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 
Milik Daerah, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa 
Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). 
Dalam hasil wawancara penulis dengan Narasumber, mengatakan tidak 
semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu 
hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan 
tugas-tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang dapat 
menerima Kuasa sebagai Jaksa Pengacara Negara. 
Beliau juga mengemukakan bahwa mekanisme pelaksanaan tugas sebagai 
Jaksa Pengacara dalam menangani perkara Perdata atau Tata Usaha Negara itu 
memiliki peraturan dan ruang lingkup tersendiri yang dimana Kementrian 
Lembaga atau Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, 
mengajukan Surat Permohonan dan memberikan Surat Kuasa Khusus Kepada 
Kejaksaan Negeri Makassar sehingga Kepala Kejaksaan Negeri Makassar 
memberikan Surat Kuasa Khusus Subtitusi kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata 
Usaha Negara maupun Jaksa Fungsional pada bidang Perdata dan Tata Usaha 
Negara. Dan bentuk-bentuk Standar Operating Prosedur Jaksa Pengacara Negara 
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diatur pada Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 tentang Standar 
Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Wewenang Perdata 
Dan Tata Usaha Negara. 
48
 
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dijelaskan dalam Pasal 6 
Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 Tentang Standar Operating 
Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Wewenang Perdata Dan Tata 
Usaha Negara sebagai berikut 
49
: 
(1) Dalam Kedudukan Sebagai Penggugat :  
a. Penyelesaian secara Non Litigasi : 
1) Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Unit Pelaksana 
harus sudah menyelesaikan pemberian bantuan hukum; 
2) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari telah menyelesaikan 
tugasnya, maka paling lambat 1 (satu) hari sesudahnya Unit Pelaksana 
harus sudah menyampaikan laporan akhir kepada JAM DATUN, 
KAJATI, KAJARI, dilampiri dengan net konsep surat Jaksa Agung 
RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/ KASI DATUN 
kepada pemberi kuasa; 
3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari unit pelaksana belum bisa 
menyelesaikan tugasnya, maka dalam waktu 1 (satu) hari sesudahnya 
Unit Pelaksana harus sudah melaporkannya kepada JAM DATUN, 
KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk meminta perpanjangan 
waktu; 
4) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima laporan Unit Pelaksana 
tersebut pada butir (b), JAM DATUN, KAJATI, KAJARI sudah 
memberikan persetujuan perpanjangan waktu untuk paling lama 30 (tiga 
puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang lagi. 
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5) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima laporan akhir dari Unit 
Pelaksana, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah 
memberitahukan kepada Pemberi Kuasa disertai dengan kesimpulan dan 
saran, selanjutnya upaya non litigasi dinyatakan selesai. 
b. Penyelesaian secara Litigasi : 
1) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK 
ditandatangani, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun draft 
gugatan dan menyampaikan kepada JAMDATUN, KAJATI, KAJARI 
secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk. 
2) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan 
diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberikan 
petunjuk. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM 
DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN 
dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ 
ekspose terhadap draft gugatan tersebut, maka waktu penyusunan draft 
gugatan dapat ditambah 3 (tiga) hari. 
3) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan 
disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, Unit Pelaksana harus 
sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan. 
4) Satu hari sebelum jadwal persidangan, Unit Pelaksana harus sudah 
selesai menyusun/mempersiapkan Replik, bukti-bukti surat, saksi, ahli 
dan kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan. Apabila 
dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, 
KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan 
Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap replik 
dan kesimpulan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum sidang. 
5) Segera setelah ada putusan hakim, Unit Pelaksana melaksanakan 
kegiatan sebagai berikut : 
a) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama : 
- Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya 
hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) 
hari setelah Putusan Pengadilan dibacakan, Unit Pelaksana harus 
sudah menyampaikan permohonan banding ke Pengadilan dengan 
menandatangani Akta Permohonan Banding; 
- Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak 
permohonan banding, Unit Pelaksana harus sudah selesai 
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menyusun Memori Banding dan menyerahkan ke Pengadilan 
dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding; 
- Dalam hal Pihak Tergugat mengajukan banding, selambat-
lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Memori Banding 
diterima, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra 
Memori Banding dan menyerahkan ke pengadilan dengan 
menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding; 
b) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding : 
- Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya 
hukum Kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) 
hari setelah menerima Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, 
Unit Pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan Kasasi ke 
Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi; 
- Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan 
Kasasi, Unit Pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori 
Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani 
Akta Penyerahan Memori Kasasi; 
- Dalam hal Pihak Tergugat menyampaikan permohonan Kasasi, 
selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima 
Memori Kasasi, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat 
Kontra Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan 
menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Kasasi; 
c) Terhadap Putusan Kasasi : 
- Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya 
hukum Peninjauan Kembali (PK), selambat-lambatnya dalam 
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan PK 
ditemukan, Unit Pelaksana harus sudah mengajukan permohonan 
PK dan menyerahkan Memori PK ke Pengadilan dengan 
menandatangani Akta Penyerahan Memori PK; 
- Dalam hal Pihak Tergugat mengajukan PK, selambat-lambatnya 
dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Memori PK diterima, Unit 
Pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori PK dan 
menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta 
Penyerahan Kontra Memori PK. 
 6) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/ Direktur 
KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan 
Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap materi 
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Memori Banding/Kontra Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra 
Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori 
Peninjauan Kembali, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 
batas waktu penyerahan ke Pengadilan, Memori/Kontra Memori 
tersebut harus sudah diterima JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara 
berjenjang. 
(2) Dalam Kedudukan Sebagai Tergugat : 
a. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, Unit 
Pelaksana harus sudah selesai menyusun/ mempersiapkan dan 
menyampaikan net konsep Jawaban, Duplik, bukti-bukti surat, saksi, 
ahli dan Kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan kepada 
JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang. 
b. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, 
KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN, dapat memerintahkan 
kepada Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap 
Jawaban, Duplik, bukti-bukti surat, saksi, ahli dan Kesimpulan 
selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari sidang. 
c. Segera setelah ada putusan pengadilan, Unit Pelaksana melaksanakan 
kegiatan sebagai berikut : 
1) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama : 
a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya 
hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari setelah Putusan Pengadilan dibacakan, Unit 
Pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan banding ke 
Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Banding; 
b) (Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Akta 
Permohonan Banding ditandatangani, Unit Pelaksana harus 
sudah selesai menyusun Memori Banding dan menyerahkan ke 
Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori 
Banding; 
c) Dalam hal Pihak Penggugat mengajukan banding, selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Memori Banding 
diterima, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra 
Memori Banding dan menyerahkan ke Pengadilan dengan 
menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding. 
2) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding : 
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a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya 
hukum Kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) 
hari setelah pemberitahuan putusan banding diterima, Unit 
Pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan Kasasi ke 
Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi; 
b) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Akta 
Permohonan Kasasi ditandatangani, Unit Pelaksana harus sudah 
selesai menyusun Memori Kasasi dan menyerahkan ke 
Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori 
Kasasi; 
c) Dalam hal Pihak Penggugat mengajukan permohonan Kasasi, 
selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah 
menerima Memori Kasasi, Unit Pelaksana harus sudah selesai 
membuat Kontra Memori Kasasi dan menyerahkan ke 
Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra 
Memori Kasasi. 
3) Terhadap Putusan Kasasi : 
a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya 
hukum Peninjauan Kembali (PK), selambat-lambatnya dalam 
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan PK 
ditemukan, Unit Pelaksana harus sudah mengajukan permohonan 
PK dan menyerahkan Memori PK ke Pengadilan dengan 
menandatangani Akta Penyerahan Memori PK; 
b) Dalam hal Pihak Penggugat mengajukan PK, selambat-
lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Memori PK 
diterima, Unit Pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra 
Memori PK dan menyerahkan ke Pengadilan dengan 
menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori PK. 
c) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/ 
Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN, dapat 
memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan 
pemaparan/ekspose terhadap materi Memori Banding/Kontra 
Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, 
Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan 
Kembali, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas 
waktu penyerahan ke Pengadilan, Memori/Kontra Memori 
tersebut harus sudah diterima JAM DATUN, KAJATI, KAJARI 
secara berjenjang. 
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BAGAN I 
 Alur Pengajuan Bantuan Hukum 
 
 
 
 
 
 
 
Pada bagan di atas dapat dijelaskan bahwa alur permohonan bantuan 
hukum yang dilakukan untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah 
pusat/daerah, BUMN/BUMD dimulai dari pembuatan naskah kerjsa sama 
Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi Kejaksaan, yang dengan 
maksud mengadakan kerja sama dalam pemberian bantuan hukum dengan 
menggunakan Jaksa Pengacara Negara setelah terbentuk MoU antara pihak 
pemerintah dan instansi Kejaksaan, maka pihak pemerintah memberikan kasus 
posisi kepada instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan melakukan telaahan 
terhadap kasus tersebut untuk mengetahui kasus tersebut termasuk golongan, kasus 
pidana, perdata, atau Tata Usaha Negara. 
Piagam 
Kerjasama 
Permohonan 
Surat Kuasa 
Khusus 
Surat Kuasa 
Subtitusi 
Litigasi Non Litigasi 
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Setelah diketahui golongan kasus tersebut maka pihak pemerintah 
memberikan Surat Kuasa Khusus kepada pihak Instansi Kejaksaan dan pihak 
Kejaksaan akan meneruskan Surat Kuasa Subtitusi ke bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara untuk menunjuk Jaksa Pengacara Negara yang akan mewakili untuk 
perkara tersebut. 
Setelah Jaksa Pengacara Negara menerima Surat Kuasa Subtitusi maka 
Jaksa Pengacara Negara akan bertanggung jawab sepenuhnya layaknya pengacara 
terhadap perkara tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus. 
Dari hasil wawancara  penulis dari salah satu Jaksa Pengacara Negara 
menemukan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2018 (saat ini) Kejaksaan Negeri 
Makassar hanya menangani 1 (satu) perkara perdata, dimana Jaksa Pengacara 
Negara melakukan Bantuan Hukum terhadap Kementrian Hukum dan HAM yang 
dalam hal ini Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar sebagai 
pihak TERGUGAT II.
50
 
Kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Jaksa 
Pengacara Negara yaitu, mewakili Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 
I Makassar sebagai pihak TERGUGAT II yang dimana Daryanto Lie sebagai 
PENGGUGAT dimana Penggugat menggugat RUPBASAN Kelas I Makassar 
mengenai ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang terkait tidak dapat 
                                                             
50
Rahmat Idrak, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara/Jaksa Pengacara Negara, 
Wawancara, Makassar, 14 Agustus 2018 
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dilaksanakan Eksekusi Dictum point ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Makassar 
No.239/Pdt.G/2012/PN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 
774/K/Pdt/2014 (telah berkekuatan hukum tetap) karena objek/barang tersebut 
sebahagian  telah  rusak, tidak utuh, tidak layak pakai, tidak baik/tidak layak jual 
yang dalam hal ini sendal merek Coms sebanyak 5160 (lima ribu seratus enam 
puluh) buah. Dalam hal ini karena mediasi gagal dilanjutkan maka penyelesaian 
perkara ini dilanjutkan ke jalur litigas (proses persidangan).  
Menurut analisis penulis hal yang menyebabkan mengapa Kejaksaan 
Negeri Makassar hanya menangani 1 (satu) perkara dalam dalam 3 (tiga) tahun 
terakhir, hal tersebut dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal meliputi: 
Faktor Internal :  
1. Sumber daya manusia, antara lain keterbatasan pengetahuan sumber daya 
manusia menyangkut penguasaan disiplin ilmu hukum perdata dan peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum keperdataan karena 
dalam instansi Kejaksaan Anggaran pelatihan pendidikan untuk Perdata dan 
Tata Usaha Negara hanya ditujukan untuk satu atau dua orang saja sehingga 
yang mengetahui/menguasai ilmu keperdataan sebagai Jaksa Pengacara 
Negara itu terbatas . 
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2. Sarana dan prasarana, antara lain kurangnya referensi buku perdata atau 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum 
keperdataan. 
Faktor Eksternal : 
1. Belum semua Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD dan 
masyarakat mengenal kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara 
perdata. 
2. Keberadaan Staff Legal (Officer Lawyer) pada setiap instansi pemerintah 
sehingga bila mereka mengalami permasalahan hukum maka akan 
diselesaikan oleh biro hukumnya terlebih dahulu. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan terkait kewenangan 
dan cara penyelesaian perkara perdata pada Kejaksaan Negeri Makassar, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata dapat dilaksanakan 
setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU)  dan dilanjutkan dalam bentuk 
Surat Kuasa dengan Pemerintah untuk diwakilinya. 
2. Cara menyelesaikan perkara perdata yang ditangani Kejaksaan Negeri 
Makassar  sebagai Jaksa Pengacara Negara mewakili Rumah Penyimpanan 
Benda Sitaan Negara Kelas I sebagai TERGUGAT II, dengan jalur litigasi 
(proses pengadilan) dengan berdasarkan Hukum Acara Perdata. 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh penulis terhadap masalah dalam tulisan 
ini ialah sebagai berikut : 
1. Agar instansi Kejaksaan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia 
untuk Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan tidak 
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2. menganggarkan pendidikan untuk keperdataan hanya untuk satu atau dua 
orang saja, serta agar Kejaksaan Negeri Makassar menambah sarana dan 
prasaran yang akan menunjang kemampuan sumber daya manusia pada Jaksa 
Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan memperbanyak 
referensi buku, jurnal, ataupun penelitian serta segala peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan hukum perdata dan acara perdata. 
3. Agar Kejaksaan Negeri Makassar mengoptimalkan sosialisasi mengenai 
kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dengan mendatangi atau 
mengundang Instansi Pemerintah, Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan memberikan penjelasan tentang jasa 
Bantuan Hukum terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata. 
4. Agar Kejaksaan melakukan penempatan secara khusus kepada orang-orang 
yang memang menguasai bidang perdata dan acara perdata pada jabatan Jaksa 
Pengacara Negara; 
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